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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR  34  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN  KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 89 

 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang       : a.  bahwa memperhatikan perkembangan kasus pandemi    

COVID-19 di Kabupaten Sampang, perlu dilakukan 

reformulasi pendanaan belanja penanganan pandemic sesuai 

kebutuhan di lapangan, dengan melakukan pergeseran 

belanja yang bersumber dari hasil penjadwalan ulang capaian 

program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya kepada program 

dan kegiatan OPD yang menangani pandemic serta pada 

Belanja Tidak Terduga; 

b. bahwa untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelayanan dasar masyarakat, yakni berupa biaya Pendidikan 

Bintara Polri yang akan ditempatkan di Kabupaten Sampang 

dan belum tersedia anggarannya, diperlukan dukungan 

pendanaan berupa hibah kepada Polres Sampang dengan 

melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga 

ke Belanja Hibah; 



- 2 - 
 

     

     

 

c. bahwa untuk memenuhi anggaran yang bersifat wajib dan 

mengikat yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, perlu dilakukan pergeseran belanja yang 

bersumber dari hasil penjadwalan ulang capaian program, 

kegiatan dan sub kegiatan lainnya pada OPD yang berkenaan; 

d. bahwa memperhatikan capaian realisasi program/kegiatan 

OPD dan penyediaan kebutuhan belanja yang sangat 

diperlukan serta belum tersedia atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar 

obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar 

rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada 

OPD yang berkenaan; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa dalam hal 

Pemerintah Daerah memiliki sisa Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik, agar dianggarakan kembali pada jenis DAK Non Fisik 

yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila 

Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021 telah ditetapkan, 

dilakukan dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD; 

f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai 

penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, sehingga 

harus dilakukan penyesuaian Kembali terhadap penganggaran 

program/kegiatan OPD yang bersumber dari DBHCHT, dengan 

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD; 

g. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Nomor : 906/3017/keuda hal Hasil Inventarisasi dan 

Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait 

DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 
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Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

(BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021, sehingga 

perlu mereformulasi program dan kegiatan  Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati; 

h. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/4723/2021 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

: HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 

Hasil Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu mereformulasi 

program dan kegiatan  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Bupati; 

i. bahwa sehubungan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 

045.2/7288/102.1/2021,Nomor:903/2936.26/101.1/2021per

ihal Refocusing Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2021, perlu dituangkan dalam Perubahan Peraturan 

Bupati Sampang; 

j. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Nomor : 910/870/Keuda tentang Pemanfaatan Sisa 

Dana BOK Tambahan TA. 2020 Untuk Pembayaran Insentif 

Tenaga Kesehatan, perlu dituangkan dalam Perubahan 

Peraturan Bupati Sampang; 

k. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, 

huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j sambil menunggu 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 
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Mengingat     :    1.  Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6673); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala   

Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang  laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara  Republik  
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Indonesia   Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

15. Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor  64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Perubahan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK .07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Dampaknya; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 

HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

Tahun Anggaran 2021; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2020 Nomor 12); 

26. Peraturan Bupati  Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2021 Nomor 18). 

 

 

MEMUTUSKAN:....... 
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                                 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 

18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 18), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 

Rp 2.111.256.312.020,00 berkurang sebesar Rp 19.818.969.643,00 sehingga 

menjadi Rp 2.091.437.342.377,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula  Rp   1.871.474.797.332,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp        22.205.139.643,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan         Rp  1.849.269.657.689,00 

2. Belanja daerah 

a. Semula  Rp 2.111.256.312.020,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp      19.818.969.643,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan      Rp 2.091.437.342.377,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula      Rp    262.281.514.688,00 

2) Bertambah/(berkurang)      Rp   2.386.170.000,00                    

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  

Perubahan      Rp    264.667.684.688,00 
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b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp     22.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp                           0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  

Perubahan                                                             Rp     22.500.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         Rp   242.167.684.688,00 

            Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  

perubahan                                                     Rp       (242.167.684.688,00) 

 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan    

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar  Nama Penerima, Alamat  Penerima,  dan  Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd 

Pemberi Bantuan Keuangan; 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar........ 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

             Ditetapkan di    :  Sampang 

            Pada tanggal      :  13 Juli  2021 

     

           

 

 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal     : 13 Juli 2021 

 

 
 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 34

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  SAMPANG 

 

 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.,MM 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

H. SLAMET JUNAIDI 
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